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PERJANIIAN KERJA SAMA

ANTARA
BADAN KEPECAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA

TENTANG
PELAKSANAAN PEKERIAAN PEMETAAN POTENSIPEIABATATAU PNS PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSISUMATERA BARAT TAHUN 2017

Nomor:800ノ■58ノBKPSDM-20■ 7
Nomor:122/PKS/FKM/U1/2017

Pada hari inilumat,tanggal Sepuluh′ btllan Maret tahun Dua Ribu Tujuh Belas(10-03-

2017〕′kanli yang bertanda tangan di bawah ini:

■.  BADAN  KEPEGAWAIAN  DAN  PENGEMBANGAN  SUMBER  DAYA  IMANUASIA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN′ diwakili oleh PESMAR,SE selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Badan Kepegawalan Dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan,  berdasarkan ・Keputusan Bupati
Pesisir Selatan Nomor:900/38/KPTS/BPT― PS/2017′ tangga1 05 1anuari 2017,dan
oleh karenanya Sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten

Pesisir Selatan′ berkedudukaP4 di lalan llyas Yakub Painan,selaniutnya disebut

PIHAK KESATU.

2。   UNIVERSITAS INDONESIA′ diwakili Oleh dL AGUSTIN KUSUMAYATI, M,Sc,′
Ph.D。,selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas lndOnesia′
berdasarkan Surat Pendelegasian Rektor Universitas lndonesia Nomor:58/SP/R―

FKM/BLLH/2017 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama

Universitas lndottesia Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang

diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013,

berkedudukan dilalan salemba Raya Nomor 4 Jakarta Pusat selaniutnya disebut

PIHAK KEDUA.

Untuk selaniutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama‐
sama disebut

PARA PIHAK.PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalar

iabatannya sepakat untuk mengadakan Nota Kesepakatan Bersama′
 dengan terlebll

dahtllu lnemperhatikan ketentuan peraturan perundang―
undangan sebagai berikut:

(1) Bahwa′ PIHAK PERTAMA sebagai Badan yang menyelenggarakan Program Pembinaan dE「

Pengembangan Aparatltr KabuDaten Pesisir Sρ
lЯ inn
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Bah、∵= PIHAK KEDUA sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum yang
men}lelenggarakan Pendidikan Tinggi darl bergerak dalalll bidang pendidika―

il′ penelitian,

dan pengabdian rnasyarakat

Bah、、a PARA PIHAK telah bersepakat untuk nlenialin suattl ker卜 sa maご alarp hal Penletaan

PotensI Pelabat atau PNS Pemerintah Daerah Kabupaten I)esisir Seiatan Provinsi Sumatera

Barat yang mana PIHAK KEDUA selaku pelaksana pekeI｀ i3an lcng rllelniliki kenlanlpuan
untじ k melaksanakan haltersebut den3an dukungan pcnuh(iari PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal di atas maka PARA PIHAK setuiu untuk nle11lbttat Per,aniian Keria

Sama untuk pelaksanaan pekeriaan Pemetaan Potensi Peiabat ataじ PNs Pemerintah Dacrah
Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Surnater8 Barat Tahur 2017 1selaniじ tnya disebut“ Perianiian
Keria Sama"〕 ,dengan ketentuan― ketenttan dan syarat sebagaintana diuralkan dalam pasal‐ pasal

di ba、vah inl:

Pasa1 1         :

KETENTUAN UMUM
l.ang dimaksud dengan Perianiian Keria Salna ini adalah PIHAK PERTAMA mengikat

PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan

ketentuan‐ ketentuan dalam Perianiian Keria Sama inl.

Periariian Keria Sama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan

PIHAK KEDUA tanpa ada paksaan.

Pasal 2
PEKERIAAN

PIHAK PERTAMA dalam kedudukan seperti tersebut di atas, telah membuar aau memberi rugas
kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima rugas tersebut untuk melaksanakan
pekerjaan Pemetaan Potensi Pejabat atau PNS Pemerintah Daerah Kabupaten pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat TahunzaTT, dengan spesifikasi pekerjaan terlampir dan menjadi satu
kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

〔1)

〔2)

〔3〕

〔4〕

〔5〕

Pasa1 3

DASAR HUKUM
Undang―Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,

Undang―Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daereah sebagaittana telah

diubah dengan Undang‐ undang nOmor 9 Tahun 2015,
Undang―undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negaral
Undang―Undang Nomor l Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara′

dan
Peraturan Prcsiden Nomor 54 Tahun 201o tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pengadaan Barang/1asa Pemerintah.



Pasa1 4

TANGGUNGJAWAB

(1〕  PIHAK PERTAMA berindak sc卜 をミgai Perencana dan Pengaヽ イas Jal■■l rei3kS.■ ■in
Pemetaan PotensI Peiabat atati PNS Penlerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provi■ si

Sunlate「 3 Bctrat Tahun 2017

〔2〕  PIHAK KEDUA bertindak sebgai Pe[aksana dalam pekeriaan Pemetaan PotensI Pe13bat 3tati

PNS Pe■ lerintah Daerah KabupateFI F=sisirSelatanProvillsiSurnater3BaFatTahlJn2017、

Pasa1 5

JANGKA恥「AKTU PELAKSANAAN
Pekettaan sebagalTana dimaksud dalam PeⅢ anilaFI Keria Satta dilaksanakan paling iama 120 hari

kalender terhitung seiak tanggal ditandatanganinya Perianian Ketta Sama ini sampai dengan

terselesalkannya seluruh pekeriaan sebagaimana dituangkan dalam berita acara serah terima

peК e「 13an.

Pasal 6
KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA dilamng menyebarluaskan informasi tentang Kegiatan Pemetaan potensi peiabat

aiau P.iS Pemerintah Daerah Kabupaten P*sisir Selatan tanpa seizin PIHAK pERTAMA, seiama
terkatt dalam Perjaniian Keria Sama rnaupun setelah habis Perjanjian Kerja Sama.

Pasa1 7

PEMBIAYAAN

〔1) Seluruh biaya yang ditimbulkan akibat dari pekeriaan peiaksanaan Perianilan Keria Sama

ini dibiayai denttn An摂 :aran Pendapatan dan Belania Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2017, pada DPA-OPD BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 nomor

rekening: 3.00.04.3.00.04.01.31.42. dengan junllah pagu anggaran setinggl‐
tingglnya

Rp.162.050.000,― 〔seratus Enam Puluh Dua luta Lilna Puluh Ribu Rupiah〕
.

〔2) Adapun biaya satuan untuk setiap peserta adalah sebesar Rp.350.000,‐
〔uga ratus lima

puluh Fibu rupiah)per Orang.

(31 Biaya tersebut pada ayat [1) dan ayat [2] tidak termasuk biaya akomodasi dan transportasi
Tim Pelaksana Pemetaan potensi pejabat struktural.

t4) Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan ini dilaksanakan melalui pemindahbukuan ke rekening
PIHAK KEDUA yaitul

Nomor Rekening

Atas Nama

Bank

:888‐ 110‐ 105001‐456

:FKM PKS PEMKAB PESISIR SELATAN

:BNI UI DEPOK



■

Pasa1 8

PEMBIAYAAN

PIHAK KEDUil■ empunyal kewaliban Seゎ agai berikuti

a   卜len卜rusun Metode Keria yar、3 didasarkan pada Kerallgka Actian Keria〔KAK)yang
iisusun PIHAK PERTAMA.

b  卜leiaksanakan seluruh kegiatan sebagaittana terdapat pada Kerangka Acuan Kerja.
[. 卜le13ksanakan pekeriaaFl dengan sebalk― balkn)ほ dan penuh tanggung― iaWab.
」    卜lelakulan  segala  prosё s  pё llgadaan  barang/iasa  seSual  dengan  peraturan

.ご「uncangan.

8    卜:embuatiaporan hasil pekeriaan.

PIHAK EDUA dapat memperoleh hak sebagai berikut:

a   ),feneilma alokasi biaya pekettaan berdasarkan iumiah pegawal yang telah

mtriaksanakan pemetaan potensi yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terilna

Pekeriaan,dan Berita Acara Pembayaran.

i    l.:erancang kebutuhan tё naga dan bら han yang proses penga.daanya didasarkan pada

perattran perundang‐ undangan.

PIHAK PERTAMA mempunyai hhk lnendapatkan iapOran Perね ngglinga,vaban pekeriaan
settra menyeluruh setelah pelaksanaan pckeriaan.

PIHAK PERTAMA mempunyal kewaliban sebagai berikuヒ

a   Menyusun Kerangka Acuan Keria〔 KAK)yang meniadi dasar penyusunan Metode

Keria PIHAK KEDUA.

b. Menyerahkan biaya pekettaan berdasarkan iumlah pe.cawai yang telah melaksanakan

pemetaan potensi yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekeriaan,dan

Berita Acara PeFnbayaran.

Pasal 9
ATURAN PEMBAYARAN

Pembiayaan pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

PIHAK PERTAMA menyerahkan biaya pekerjaan berdasarkan jumlah pegawai yang telah
melaksanakan pemetaan potensi yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima
Pekerjaan, dan Berita Acara Pembayaran.

Pasal■ 0                          :
PERTANGGUNNGIAWABAN PEKERIAAN

(1〕  PertanggungiaWaban pё kettaan Secara administrasi dan keuangan dilakukan oleh PIIIAK

KEDUA berdasarkan tahapan pekeriaan.                   ・

〔2) PIHAK KEDUA menyampalkan lapOran pelaksanaan kewaliban kepada PIHAK PERTAMA

paling lambat 8 hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan seluruhnya.

〔3)  Apabila teFiadi kekurangan′ kekeliruan dan kekurang tertiban administrasi penyempurnaan
dan pembenahan meniadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dengan arahan penyempurnaan

dari PIHAK PERTAMA.
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Pasal l l

PERSELISIHAN
Bila nlana dalam pelaksanaan Perialian Ketta Sama ini teriadi perselisihaI〕

/perbedaall pな いさ
“akibat hal hal yang tidak diatur aalam Pettanilan Keria Sanla ini,maka penyelesaiannya akan

diatur sebagai berikut:

〔1) Me131ui musyawarahi

〔2) Melalaui penvasitan;dan

〔3〕  卜lelalじ I Pengadilan Negeri lakarta Pusat, apabila cara htt「uF a dan b tidak t‐4icょぅal
pen}:elesalannya.

Pasa1 12

DOMISILI
PARA PIHAK didalam meぃ kSanakan Perianjian Keria Sama ini′ momilih tempat kedu甚じkan yang
sah dan ttdak berubah pada Kantor Pengadilan NegeFiJakarta Pusat

Pasa1 13

KEADAAN MEMAKSA〔 FORCE MAIEURE〕
Apabila keterlambatan pelaksanaan atau penyerahan pekeriaan pemettan potensi peiabat

scuktldral dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017,akibat hal―
ilal di luar

babs kemampuan Pihak penyedia barang/jaSa seperti antara lain bencana alam′
maka PIHAK

KEDUA wajib memberitahu keiadian fOrce maleure tersebut dengan membuat Berita Acara dan

meyampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dalam kurun waktu 7〔
tujuh)han setelah

keiadian fOrce maleure.

Pasal 14
tAIN-LAIN

Perubahan dan/atau penambahan dari ketentuan dan syarat perjanjian Kerja sama ini, dapat
dilakukan atas dasar persetuiuan PARA PIHAKyang dituangkan dalam Addendum dari perjanjian
Kerja Sama ini.
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DeFnikian Pettaniian Keria Sama ini dibtlat dalaln 2 〔dlla)rangkap asli′  berrneterai

cukup′ dellgan isi dan kekuatan yag salna clall dianggap sall setelah ditallda tangani oleh

PARA PIHAK

PIHAK KESATU,

BADAN KEPEGAヽ VAIAN

DAN PENQEMBANGAN SDM
PEMERINTAH PATEN PESISIR SELATAN

KLIASA PENG NA ANGGARAN

PIHAK KEDUA′

UNIVERSITASINDONESIA

0/dr.AGUSTIN KUSUMAYATI.M,S‐ Cri Ph.D.
DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

Diketahui oleh:

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM

太 哺 ↓

ATEN PESISIR SELATAN

1990031013


